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PAPUA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

. bahwa potensi sumber daya ikan perlu dimanfaatkan secara

optimal untuk kemakmuran rakyat dan mengusahakannya secara
berdayaguna dan berhasilguna dengan tetap memperhatikan
kelestariannya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Papua Barat
tentang Retribusi 1zin Usaha Perikanan;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom
di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia ~ Nomor 2907);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4884);
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844 );

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atau
Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Kelautan & Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4230);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tarif atau
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada
Departemen Kelautan dan Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan
Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2003 tentang
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Kelautan  dan Perikanan Nomor
PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang
Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistem Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan
Pendapatan Lain-lain;

Keputusan Menteri Kelautan  dan Perikanan Nomor
KEP.38/MEN/2003 tentang Produktifitas Alat Penangkap Ikan;
Keputusan Menteri Kelautan  dan Perikanan Nomor
KEP.40/MEN/2003 tentang Kriteria Perusahaan Perikanan Skala
Kecil dan Skala Besar di Bidang Usaha Penangkapan Ikan;
Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor
KEP.2/MEN/2004 tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

Keputusan  Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Nomor
KEP.22/MEN/2004 tentang Tata Cara Pemungutan Penerimaan
Negara Bukan Pajak pada Departemen Kelautan dan Perikanan
yang Berasal dari Pungutan Perikanan;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 34)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

dan
GUBERNUR PAPUA BARAT
MEMUTUSKAN :

:PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

PERIKANAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
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Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan otonom oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan Perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah  sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.
Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua
Barat.
Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Papua Barat.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam
suatu sistem bisnis perikanan.
Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya
berada dalam lingkungan perairan.
Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis,
Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk
menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan,
mendinginkan, mengangkut atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
Usaha Penangkapan lkan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh
ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau
dengan cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah  atau
mengawetkannya.
Usaha Pengangkutan Ilkan adalah kegiatan yang khusus melakukan
pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal
pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh Perusahaan Perikanan maupun
oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan adalah usaha mengumpulkan hasil
perikanan dan mengangkut hasil perikanan dari tempat pelelangan ikan maupun
tempat produksi hasil perikanan ke tempat pemasaran dengan menggunakan
alat pengangkutan darat atau alat pengangkutan laut.
Usaha Pembudidayaan lkan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan
dan atau membiakkan ikan, memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun,
termasuk  kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengangkut  atau
mengawetkannya untuk tujuan komersial.
Usaha Pengolahan Hasil Perikanan adalah usaha atau perlakuan produksi pada
saat ikan dipanen dan atau pengolahannya baik secara tradisional yaitu
pengolahan secara sederhana seperti pengeringan, pengasinan, pemindangan,
pengasapan dan lain-lain, maupun secara medern seperti pembekuan dan
pengalengan.
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Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan
dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesua atau Badan Hukum
Indonesia.

Perairan Umum adalah danau, waduk dan sungai yang melintas
Kabupaten/Kota.

Kapal Penangkap lkan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk
menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai 30 GT dan mesin berkekuatan dari
30 DK sampai dengan 90 DK.

Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk
mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan yang berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT dan mesin
berkekuatan dari 30 DK sampai dengan 90 DK.

Surat 1zin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah lzin tertulis
yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan
dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam lzin tersebut.
Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat SIPI adalah Izin tertulis
yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat I1zin Usaha Perikanan;
Surat 1zin Kapal Pengangkut lkan yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah 1zin
tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan
pengangkutan ikan.

Pungutan Perikanan adalah Pungutan Negara atas Hak Pengusahaan dan/atau
pemanfaatan sumberdaya ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh
perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan atau oleh
perusahaan perikanan asing yang melakukan usaha penangkapan ikan.
Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas pemberian Izin tertentu yang khusus disediakan dan
atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan.
Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perUndang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi;.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah pokok Retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda.

Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi
Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar
yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai
dengan jumlah Retribusi terutang.

Kadaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk
dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan
oleh Undang-Undang.

Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau
Pegawai Negari Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-
Undang untuk melakukan penyidikan.



